\
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1

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara

pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3J3209).

Undang-undang MNomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indone=zia Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone<sia
Nomor 3501).

Undang~updang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-

14 Tapun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3J685).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe
laksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

36, ;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
I258).

Peraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 1993 tentang Ana —
lisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538).

Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3692).

Keputusan Presiden Nomor 5% Tahun 1989 tentang Kawasan

Industri, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 48 Tahun 1993.

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 ten—
tang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang
Gangguan bagi Perusahaan industri.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Per
92 Tahun 1979
dagangan dan Koperasi Nomor ————————=———"< tanggal
409/KPR/V /79
Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3
ayat (3) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Men -
58 Tahun 1971
teri Perdagangan Nomor —————————"=="" tanggal 19 Mei
103 A/KP/V/71
1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Mem—
berikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Pedagangan.

23

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor f4 Tahun 1993
tentanag Bentuk peraturan Daerah dan peraturan Daerah
Perubahan

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur pengesahan Peraturan paerah tentang
Pajak Daeranh dan Retripbusi Daerah.

17 Keputusan .....
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17.

18.

19.

Keputusan Menteri

D
tentang Pedoman Tat alam Negar;

Nomo
ACAra Pemungyt OMOr 174 Yahun 1997

2N Retribysj
Keputusan Menteri 1busi Daeran.

tentang Tat
Daeran,

Dalam Negari

- 1 N
acara Pemerlksaan i B

' 175 71z
di Rig ahun 1997

ANg Retribuysi

Keputusan Menter

83 nteri  Dalam Ne i

: b , ' deri  Nop

ngt;ng Ruang Lingkup dan Jenis—jenigrR tl? Tabun ki
gkat I dan Daarah Tingkat I7. © Torribust Daeran

Instruksi Menteri Dalam Negeri
tentang Palaksanaan Pemberian
dan Izin Undang
tri. )

: ‘Nomor 32 Tahun 1994
Zin Mendirikan Ranguna
“undang Gangguan bagi Perusahaan Iz&u;?

agggtuzﬁy Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1T Kudus
Sipil d: ITahu.n 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
. t.. 1 lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -

at II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
Kat IT Kudus Tahun 1988 Nomor 4).
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
ﬂomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus Tahun 1995 Nomor ).

angan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KARUPATEN DPAERAH TINGKAT II KUDUS TEN-
TANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

palam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

pemerintah Daerah adalah pamerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kudus ;

Kepala Daerah zdalah Bupati Kepala Daerah yanghak &2

Kudus |

sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris wilayah /

paerah Tingkat II Kudgus

pinas Pendapatan paerah adalah pinas Pendapatan Daerah
Kabhpaten paerzh Tingkat IT Kudus |
, : iat

Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Sekretarl
Wilayah/Daerah Tingkat II Kudus

- 3 4 h
gagian Hukum adalah Bagian Hukum sekretariat wilaya /
F-1s adala .
paerah Tingkat II Kudus ; by saen
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h. Pajabat adalah
: Adal 3 Pegawai Negeri =ipil ya )
tertentu d, bidang retribusi da;; Pkt i

perundan9~unddngan yang berlake ah sesuaji peraturan
1. Tempat Usana
usaha yang
bidang ter

_gdalah suaty
d\)alankan secara

tempat untuk melakukan
tenty dangan maksud me

teratyr dalam suatu

ncari kKeuntungan

J- Izin Ganggquan adalah izin
Kepada orang pribadi
Yang dapal men
tidak termas
tunjuk olen

tempat usaha Yang diberikan

v atau  badan di lokasi tertentu
imbulkan bahaya,

kerugian dan Jangguan,
uk tempat usaha yang lokasinya telah di -
Pemerintah Pusat atauy Pemerintah Daerah -
Perizinan tartentu adalah kegiatan t
Daerah dalam rangka pemberian
Pribadi atay badan yang dimaksudk
BeEncaturan, vengendalian dan
Sumber dava alam, barang,
fasilitas tertanty :

dan menjaga kelestar

ertentu Pemerintah
izin kepada orang
an untuk pembinaan,
ReNgawasan penggunaan
Prasarana, sarana atau
guna melindungi kepentingan umum
ian lingkungan
1. Retribuysi Daarah
adalah pungutan
yang khusus dised
tah Daerah untuk

Yang selanjutnya

daerah sebagai pem
iakan dan atau dibe
kepentingan orang p

disebut retribusi
bayaran atas jasa
rikan oleh Pemerin
ribadi atau badan:

m. Pemohon Izin Yang selanjutnya dise

adalah orang pribadi atauy badan yang menurut peraturan

perundang-undangan ratribusi Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi

but Wajib Retribusi

n. Badan adalah suatu  bentuk badan usaha yang maliputi
peirsernan terbatas, parseroan kKomanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpul -
an, firma., kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi

sejenis, lembaga dana prensiun, bentuk usaha tetap
<erta bentuk badan usaha lainnya

0. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang se -
laniutnya disingkat SPJORD adalah Surat Yyang digunakan
oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitung
an dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku :

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di-

— singkat S¥RDO zdalzh surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB IT
PERI ZINAN
Pasal ﬁ\
Jarg apas Menintulian Raheye, Kerugian fem SAngsugn
;:25;:2221F ;:?I; tkaléétarian lingkungan harus mendapat

izin dari Kepala Daerah.

BAB IXI .....




BAK TIT-T
TATACARA PEPMOHONAN DAN PEMBERIAN T7IN

Pasal 3

(1) Permohonan  i:ip Hajukan  cecara  tortulis kepada
Kepala Paeran melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan
?SEPISI formulir yang disediakan dan bermaterai
; o,

(2 qumohqnjn sebagaimana dimaksud ayat (L) Pasal ipi,
dilampiri antara lain

a. Totocopy KTp :
b. fotocopy Akta Pendirian Paruzahazn bagi

Perusza-
haan yang barbentuk Radan -

fotocopy Kewarganegaraan Republik Indone=ia :
keterangan Yang jelas mengenai
ygng qlmohonkan izin denganp dilampiri gambar
situasi dan gambar denah lokasi disertai ukurannya

sarta dilampiri fotocopy sertifikat tanah atau
bukti perolehan hak :

letak tempat usaha

€. daftar mesin-mesin dan atau

akan dipargunakan dan data p
dipekerjakan :

peralatan kerja yang
ersonil/pegawai yang

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah
mengajukan permohonan Izin Bangunan bagi tempat

usaha dan atau kegiatan vang telah ada bangunan -
nya ;

g. bukti pelimpahan / persetujuan pernggunaan tempat
usaha dan atau kegiatan yang sah bagi Wajib
Retribusi Pelimpahan Hak

h. surat / rekomendasi dari Instansi yang berwenang
bagi perusahaan yang berkeharusan memiliki
rekomendasi.

i. pernyataan/persetujuan dari tetangga terdekat dan
atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat
usaha dain atau kegiatan yang disaksikan Kepala
Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat 3

j. surat keterangan fiskal dari Dinas/Instansi bar -
wenang .

Pasal 4

i 1zi aebagaimana dimaksud
Apabila syarat permohonan tzin e‘ 7 ;
Pgsal I3 Peraturain Daerzb ini telah .dlpenuhl. kqmudlaq
diadakan pemeriksaan oleh Tim Parizinan yang dlbenpuk
dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan.

Pasal 5 .....




(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 5

Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Kepala Daerah
dapat memberikan izin atau menolak permohonan 1izin
sgtelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian
Ketertiban. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim
Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan
Daerah ini.

pemberian izin atau penolakan izin harus dapat di -
selesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya :

a. 32 (tiga puluh dua) hari untuk Izin Gangguan ter-
hitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
sacara lengkap dan benar

b. & (enam) hari untuk Surat Keterangan Izin Gangguan
tarhitung sejak tanggal diterimanya berkas per -
mohonan secara lengkap dan benar ;

c. 14 (empat belas) hari untuk Surat Keterangan
Daftar Ulang Izin Gangguan terhitung sejak tanggal
diterimanya barkas permohonan secara lengkap dan
benar

d. 14 (empat belas) hari untuk penolakan Izin Ganggu-
an.

pasal 6

Izin diberikan atas nama Wajib Retribusi dan mereka
yang mendapat haknya karena hukum.

penolakan atas permohonan izin disampaikan secara ter
tulis oleh Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Kepala
paerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 7

petikan Surat Keputusan Kepala Daerah dan piagam
tentang pemberian izin ditandatangani oleh Asisten
Tata Praja dan diterimakan kepada Wajib Retribusi
lewat Bagian Ketertiban.

setelah menerima petikan Surat Keputusan dan piagam
pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, Wajib Retribusi diharuskan untuk

a. memasang piagam izin pada ruang/tempat usahanya
yang mudah dilihat oleh umum :

b. memasang Papan Izin Gangguan di lokasi perusahaan,
yang mudah dilihat oleh umum dengan mengindahkan
ketertiban umum dengan ukuran dan tulisan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Daerah ;

c. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterima
perusahaan harus sydah mulal kegiatannya ;

4. membuat laporan tahunan Kepada Kepala Daerah me -

1alui Kepala Bagian Ketertiban mengenal perkembang
an usahanya.

a. menyadiakan .....
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Pemegang izin diwaijibkan
apabila

Aa.

(1) Izin dapat ditarik/dicabut apabila :

&. menyediakan alat

pemadam api,
alat e

peralatan PPPK dan
-alat keselamatan lainnya :

. sanggup menjaga kebarsihan dan mencegah timbulnya

gangguan polusi udara, air, suvara, bau-bauan dan
lain-lain

9. fanggup  mantaati

. Persyaratan - persyaratan lain
sesual

peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 8

mengajukan permohonan izin baru

memperluas  tempat usaha,
adakan perubahan cara pe
Perubahan tempat usaha

menambah mesin dan atau meng
nasrjaan yang mengakibatkan

menjalankan lagi tempat usaha yang telah berhenti se-
lama 4 (empat) tahun

memperbaiki.tempat usaha yang telah hancur karena se -
suatu musibah akibat dari suatu kecelakaan yang

disebabkan oleh sifat perusahaan dan atau pemakaian
tempat usaha.

BAB 1V
PENARIKAN / PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

4. atas permintaan pemegang izin itu sendiri :

b. perusahaan tersebut balum dijalankan dalam waktu
yvyang telah ditetapkan ;

c. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin ;

d. keterangan per<yaratan ternyata tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya ;

e. menimirulkan gangguan terhadap katartiban dan ke-
tentraman vang tidak dapat diatasi :

. karena parkembangan wilayah s=shingga mengharuskan
kepindahannya ke lokasi lain yang sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruana

g. karena adanva pemindahan hak kepada ahli warisnya
atau orang lain yang memperoleh hak darinya ;

h. adanya kepindahan tempat usaha ke ;okasi lain yang
ditehendaki perusahaan pemegang 1zin.

(2) Dengan .....
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(2)

(1)

(2)

(3)

Dengan ditariknya / dicabutnya izin sebagaimana di -
maksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemegang 1zin harus
menghentikan usahanya selambat-lambatnya dalam waktu
1 (satu) bulan tarhitung sejak tanggal diterimanya
Surat Keputusan pencabutan izin.

BAB V
DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN
pPasal 10

Tzin berlaku selama tempat usaha masih menjalankan
kegiatannya dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun
sekali kepada pemegang izin diwajibkan melalukan
daftar ulang dengan dikenakan retribusi sebesar 50 %
(lima puiuh persen) dari tarip sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini dan kepada pemegang 1izin
diberikain Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Ganggu-
an.

Sebagai pertimbangan dalam penerbitan Surat Keterang-
an Daftar Ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, oleh Tim Perizinan diadakan
pemeriksaan lapangan guna mengetahui perkembangan
kebaradaan perusahaan yang bersangkutan.

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan se -
belum waktu daftar ulang berakhir dengan dilampiri
fotocopy petikan Surat Izin lama dan untuk daftar
ulang berikutnya hanya dilampiri surat Kketerangan
dafttar ulang lama.

BAR VI
NAMA, OBYEK DAN SURYEK RETRIBUSI
Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retri -
busi atas pemberian izin Gangguan untuk tempat usaha
kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat
menimbulkan bahaya, Kerugian dan gangguan.

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian
izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan.

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini, meliputi

a. pelayanan pemberian Izin Gangguan tagil usaha
industri, dengan rincian sebagal berikut :

1) usaha industri ;

2) usaha peternakan dan perikanan ;
3) usaha perbengkelan ;

4) usaha perakitan.

b. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha per -
tokoan/perdagangan., dengan rincian sebagali ber -

ikut :
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i) usaha pertokoan/show room :
2) usaha rumah makan/restoran :
3) usaha zalon kecantikan ;

4) gedung bioskap/ )
3 gedung hiburan/geduna p 5
5) hotel/rumah penginapan. EanasPor oman;

€. pelayanan pemberian  Tzin  Gangguan bagi usaha
pasar/pargudangan, dengan rincian sebagal berikut:

1) usaha pergudangan ;
2) pasar
3) garasi bagi usaha angkutan.

d. Ealayanan pemberian Izin  GAangguan bagi  usaha
20%1al, dengan rincian sebagai berikut :

1) rumah =sakit
2) balai pengobatan.

(4) Dikecualikan dari obyek ratribusi sebagaimana di -
maksud ayat (;) Pasal ini, adalah semua usaha yang
terkena kewajiban apalisis mengenai dampak lingkungan
(amdai).

Pazal 12

Subyek Retribu;i adalah orang pribadi atau badan yang mep
dapatkan fasilitas pelayanan perizinan gangguan.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Per -
izinan Tertentu.

BAR VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pa=al 14
Tingkat penggunaan jasa 1zin gangguan diukur berdasarkan
tarip lokasi, indeks lingkungan, indeks gangguan dan luas
ruangan tempat usaha serta jenis usaha.
GAB IX
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 15
(1) Prinsip penetapan tarip Retribusi Izin Gangguan di -
tetapkan menurut kondisi lingkungan, indeks lokasi
dan 1indeks gangguan sesuai luas ruang tempat usaha

masing-masing untuk mengganti seluruh atau sebagian
piaya pemberian Izin.

(2) Retribusi .....
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(2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumus
sebagai barikut :

- it ot
i RIx Th % T X I6G X LRTU
[ I— .

Pasal 16

Penetapan tarip retribusi sebagaimana dimakzud Pasal 14
ayat (1) Paraturan Daerah ini, ditetapkan dengan struktur
tarip sebagal berikut

TARTP RETRIRUSI IZIN GANGGUAN PER METER PERSEGI

i 1)
-Permukiman, So-;-arteri & ko- | 2.250,00] 1.500,00! 750,00
' 1

sial dan Per -~} lektor primer

]
¥ i\ BESAR |} OSEDANG | KECIL
I e e et e . = o - e o o o0 0 o 0t 0 e 0 4 0 o o o o o o
1 2 : 3 : q ; 5 ' 6 H 7
H H H : 1
1.7 Industri i =Industri 1-arteri & ko- | 90,00, 60,00, 30,00
H i lektor primer! - H
: i-kolektor se- ! 85,00, 55,00 27,5
‘ i Kunder H : H
H i-lokal - 75,00, 50,00, 25,00
i 1 1 1] ]
\-Pertokoan/Per -|-arteri & ko- | 1.350,00! 900,00, 450,00
. dagangan i lektor primer, 1 .
i-kolektor se- | 1.250,00; 825,00, 425,00
1 Kunder H i .
i-lokal 1 1.125,00; 750,00; 375,00
1 i 1 )
-Pasar/Pergudang;-arteri & ko- | 1.800,00! 1.200,00! 600,00
an i lektor primer) H !
& i~kolektor se- | 1.650,00] 1.100,00! 550,00
. kKunder . H !
- 1okal i 1.500,00 1.000,00! 500,00
1 : 1 |
5
] i 1
kantoran i-kolektor se- | 2.100,00} 1.375,00! 700,00
i Kunder ; ! :
1-lokal i 1.875,00  L.250,00] 625,00
i 1 i ]
2., Pertokoan/Per - |-Industri (-arteri & Ko- | 1.350,00! 900,00, 450,00
dagangan . lektor primer; . .
: (-kolektor se- | 1.250,00| 825,00 425,00
i i Kunder i i .
1 1~ lokal +1.125,00) 750,00, 375,00
i i i ] i
i -Pertokoan/Per -|-arteri & ko- | 90,00, 60,00, 30,00
i dagangan i lektor primer! H H
H \-Kolektor se- | 85,00, 55,00, 27,50
i i kunder ! : :
: 1—-1lokal . 75,00 50,00, 25,00

i 1 i
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-Pasar/Pargudang

Pergudangan

an

-Permukiman.
sial dan Per

kantoran

-Industri

So-

-Pertokoan/Per -

dagangan

-Pasar/Pergudang

an

-Permukiman, So-

sial dan Per

kantoran

-Industri

-Pertokoan/Per -

dagangan

-pasar/Pergudang

an

-permukiman, So-

sial dan Per

kantoren

-arteri & kn-
lektor primer
-kolektor se-
Kunder

-lokal

-arteri & ko-
lektor primer
~kolektor ce-
Kunder
-lokal

-arteri & ko-
lektor primer
-kolektor se-
Kunder

~lokal

-arteri & ko-
lektor primer
-kolektor se-
Knnder
-lokal

-arteri & ko-
lektor primer
-kolektor se-
Kunder
-lokal

-arteri & ko-
lektor primer
-Kelektor se-
Kunder
-lokal

-arteri & ko-
lektor primer
-kolektor se-
Kunder
-1lokal

-arteri & ko-
lektor primer
~Kolektor se-
kunder
-loKkal

-arteri & Ko-

lektor primer
-kolektor se-

kunder

-lokal

-arteri & Ko-
lektor prieer

-kolektor se-
Kunder

-JoKkal

1.R00,00}

1
1.650,00]

1.500,00!

2.250,00!

1
2.100.00'

1.875,00!

1
1.350,00]

L]
1.250,00!

1.125,00]

1.800,00'
1.650,00!
1.500,00?
90,00?
85,00

;

75.00?
2.250,00}

i
2.100,00!

1.875,00

900,00}
825,00
750,00
45¢,00

425,00

37?.003
225,0GE
ZO0.00E
185,00}
90,00;

as,00]

1.200,00]
1.100,00!

1
L.000,00!

1.500,00)

1.375.00

1.250,00

'
v
Ll
'
1)
'
¥
1
i

900,00!

825,00'
750,00%
1.200,00!
:
1.100,00?
1.000,00?
60.00?
55,00?
so,oo§
1.500,90}
1.375,00!

i
1.250,00;

1

600,00

L]
550,00,

i
500,00

300,00
275,00}
250.00?
150.00?
140,oo§
125.00}

1
60,00;
1l

55,00

i
50,00,

550,00
500,00
750,00
700,00
625,00
450,00
425,00
375,00
600,00
550,00
500,00
30,00
27,5
25,00
750,00
700,00
625,00
300,00
275,00
250,00
150,00
140,00
125,00
75,00
70,00
65,00
30,00

27,5




«

Pasal L7
gesarnya retribu51 terutang dihitung dengan cara mengali-
an antara tarip retribusi denoan luas tempat usiha.
8Al X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Dasal 19

Wilayah pemungutan retribusi adalah kahupaten Daerah
Tingkat I1 Kudus.
BAE X[

) SAAT RETRIBUST TERUTANG DAN
SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUST DAERAH

Pazal 19

Saat Retribus=i terutang adalah pada saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20
(1) Setiap W2jib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimzksud ayat (1) Pasal ini, harus
diisi dengan jalas, benar dan langkap serta ditanda-
tangani oleh ¥ajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPAORD ditetapkan

oleh Kepala Daerah.
BaR XII

TATACARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pazal 21

(1) Rerdasarkan 5PJORD sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetap-
kan retripusi terutang dengan menetapkan SKRD.

(2) Dalam hal SPAURD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi
sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara
jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) di-
tetapkan oleh Kepala Daarah.

(4) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipcrsamakan seba-
gaimana dimaksud Pasal 19 paraturan Daerah 1ny.

ditetapkan olen Kepala Daaran.
paR XITI

TATACARA PEMUNGUTAN

pasal 22

(1) Retribusi dipungut dengan  menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
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dimakaud dalam
e Kas paerah

1aKu.

retribu&i sapagaimana
h ini, disetor K

(2) Hasil pungutan
dangan yang per

pasal 15 paraturan paara
sesual peraturan perundang-un

pAB  XIV
SANKS] ADMINISTRASI

pasal 23
tepat waktunya

administrasi
dari

palam hal Wajib Retribusi tidak membayar
atau kurang membayar . dikenakan sgnk51' 5
(dua paisen) setiap bulan

perupa bunga sebesar 2 % _
) terutang yand tidak atau kurang
g i surat Tagihan

besarnya retripusi
bayar dan ditagih  dengan menggunakan
Retribusi Dacrah.

gAR XV

TATA CARA PEIMBAYARAN

pasal 24

ukan tanggal jatuh tempo pembayaf
tribusi yang terutang paling iama
etelah saat terutang.

(1) Kepala Daarah menent

an dan penyetoran re

30 (tiga puluh) hari s
SKRDBKT, STRD atau dorumen lain yang
surat Kkeputusan pembetulan, surat
an dan putusan panding yang menye-
dibayar pertambah,
paling lama 1
t-surat

(2) SKRD, SKRDKS,
dipersamakan,

keputusan keberat
pbabkan jumlah retribusi yang harus

harus dilunasi dalam jangka waktu
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya sura

tersebut di atas.

mbayaran, tempat pembayaran, panundaan pem

(3) Tatacara pée
diatur lebih lanjut oleh Kepala

payaran retiibusi

Daerah.
sAE  XVI

TATA CARA PENAGIHAN
pasal 25

terutana bardasarkan SKRD, SKRDKB,
atau dokumen lain yang dipersamakan,
tulan, surat keputusan keberatan
banding yang tidak atau Kurang
da waktunya dapat dita-

(1) Retribusi yand
SKRDKBT, STRD
surat keputusan pembe
dan surat Keputusan
pbayar oleh Wajip Retripousi pa
gih dengan aural paksa.

(2) Penagihan retribusi dangan surat paksa dilaksanakan
fe;dasarkan peraturan perundang-undangan yang ber -
aku.

pasal 26

Bantuk-bgntuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksana-
an penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Dae-

rah.
BAR XVII .....



(1)

(1)

(1)
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BAS XVII

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAM
DAN PEMGEBASAN RETRIBUST

Pasal 27

kKepala Dasrah  berwenang  memberikan pongurangan atau
pembebasan pembayaran retribusi.
Tatacara dan parzyaratan penqurangan, pemberian ke -
ringanan dan pembebaszan retribusi sabagaimana dimak-
sucayat (1) Pasal ini. ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Naecrah.

BADR  XVIIT

TATACARA PEMBETULAN, PEMRATALAN,
PENGUEANGAN, KETETAPAN DAN PENGHARUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAZI

Pasal 28
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

a. pembatglan SKRD  atan dokumen lain vang dipersama-
kan yang dalam penarbitannys terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
PEnAraban peraturan perundang-undangan retripusi
dacran

2. pengurangan atau pembatalan ketatapan retribusi
yang tidak benar ;

C. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan kenaikan retribusi vyang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakzn karana ke -~
khilafan wajip retribusi atau bukan karena kesalah
ANNYaA.

Permohonan pembatulan, pengurangan ketatapan, peng -
hapusan atau pengurangan =anksi administrasi dan
pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ipi,
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retri -
busi kepada Kepala Daerah atau p=jabat yang ditunjuk
selambai-lambatnya 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD alau dokumen lain yang diparsamakan
dengan memberikan alasan yang jelas dan mayakinkan
untuk mendukung permohonannya.

Kepala Daarah z2tau pajabat yang ditunjuk paling lama
1 {eaty) bular sejak tanagal diterimanva surat par -
mononan 2ebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
harus sudah memberikan keputusan.

BAB  XTIX

TATACARA PENYELESAIAN KERERATAN

Pasal 29

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan .....




(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Permohonan kebaratan <ebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang Jjelas
kepada Kepala Daerah atau pejabat vang ditunjuk
celambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD
dan STRD.

Pengajuan kebaratan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini. tidak menunda kewajiban membayar retri -
busi.

Kepala Daarah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu pating lama 2 (dua) bulan sejak tanagal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal 1ini diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sebagai -
mana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Kkeputusan,
permohonan kebaratan dianagap dikabulkan.

BAB XX

TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBRIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohon-
an secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pacal ini1 keiebihan pembavaran retribusi dapat lang-
sung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
oleh Kepala Daerah.

Atas permohonan <sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut
dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 31

Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih
tersi=a =zetelah dilakukan perhitungan sebagaimana
dimaksud Pasal 29 Peraturan Dasrah ini, diterbitkan
SKRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retri -
busi.

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal, ini dikembalikan kepada Wajib Retri -
pusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan
SKRD.

Pasal 32
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Per -

aturan Daerah ini, diterbitkan hukti pemindahbukuan
yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

(2) Pengembalian .....
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2 .
(2) g:ggembal;an s3bagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan
: hrah 101, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perin-
-Ah Membayar Kelebihan Retribusi.
BAB XXI

KADALUWARSA

(1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi
kadaluwarsa'setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun, terhitung sejak diterbitkan Surat Tagihan.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini. tertangguh apabila :

a. diterbitkan zurat teguran dan surat paksa atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsuig maupun tidak langsung.

BAR  XXII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 4
karena hak uintuk menagih sudah kadaluwarsa dapat

dihapus.

{(2) Kepala Dasrah menetapkan keputusan penghapusan pi-
vtang retribusi dasrah yang <udan Kadaluwarsa se -

bagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
BAB XXIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

pPasal 35

(1) Pelaksanazn atas Peraturan Daerah ini  dilakukan oleh

Bagian Ketertiban.

pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di -

(2)
lakukan oleh Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Dae -

ran.
BAB AXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pelanggaran tariadap rasal 2, Pasal 7 ayat (2), Pa;al 8,
pasal 16 dan Pazal 1& Peraturan paerah ini. diancam
dengan pidana kurungan calama-lamanya 6 (enam) bulan

atau denda <etinggi-tingginya 4 {empat) Lkali retribusi
terutang.

BAB XXV .....




(1) Penyidik Pegawai Ne

(

rJ

)
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BAR  xxv
PENYIDIKAN

Pasal 37

© _ geri Sipil di lingkungan Pemerin -
tah Daerah diberi wewenang khusye untuk melakukan

Penyidikan tin@ak pidana aj bidang retribu=i daerah,
- S 3 ANg-unda:
Tahun 1981 tent: . - ndang Nomor 8

Wewenang Penyidik

g sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 1Ny, adalah -

. menarima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ke-
tgrangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pldana dibidang retribusi daerah, Agar keterangan
Atau laporan tersabut menjadi lengkap dan Jelas ;

L. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai pribadi, atauy badan tentang Kebenaran
rerbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana
di bidang retribusi daerah -

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atauy badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribusi daerah s
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebuyt -

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana
an tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah :

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang me -
ninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksa
an sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di -
maksud pada huruf e ;

h. memotret <aseorang yang bperkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar ketarangannya dan
diperiksa sabagal tersangka atau saksi

Jj. menghentikan penyidikan :

k. melakukan tindakan lain yang perlu.untuk kelapgar;
. an penyidikan tindak pidana di bidang retribus
aaerah menurut peraturan perundang-undangan yang

barlaku.

(3) Penyidik .....
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(3) Penyidik <ebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
memberitahukan dimulainya penyidikan dan manyampaikan
Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indo-
nesia sesuai dengan ketentuan Yyang diatur dalam
Undang-undana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAR  XXVI

KETENTUAN PERALTIHAN

pPasal 38
Terhadap usaha yang sudah mempunyai izin berdasarkan Per-
aturan Daerah sebelumnya masih tetap barlaku, maka e -

telah diundangkan Peraturan Daarah ini dikenakan retribu-
si sesuai ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah 1ini.

BABR XXVII
v KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam paraturan Daerah ini
=epanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan Daesrah ini, maka Peraturan
pzerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Homor 11 Tahun
198¢ tentang Pemberian Izin Tempat Usaha, sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1992 dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 41

‘ﬁ‘ paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Mai 1999

-

—
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II.

PENJELASAN
ANTAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
PENJELASAN UMUM

Denggn diberlakukannya Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997
ten?ang Pajak Daerah dan Retribuzi Daerah, yang kemudian ditindak-
la“JQtl dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya
K?Dutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
L}“QKUD dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat IY, maka Pemarintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
perlu menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Psraturan Daerah
yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang harus segera disesuaikan materinya
diantaranya adalah Peraturan Daarah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daarah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1992.

Adapun materi yang paling pokok harus diubah adalah yang mengatur
tentang obyek retribusi dan tatacara pemungutannya.

Bertitik tolak pada masalanh teirsebut, maka disusunlah Per -
aturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 ayat (1) : Ccukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) huruf : lampiran fotocopy disertai dengan me -

a, b, ¢, ddan f nunjukkan aslinya.

Pasal 3 ayat (2) huruf : cukup jelas.

e,g,h,1 dan j s.d Pasal 7

Pasal 8 : Pemegang Izin adalah Wajib Retripu-
si yang telah mempunyai Izin Gangguan.

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Pengenzan retribusi sebesar 50 % (lima

puluh persen) dari tarip retribusi
dimaksudkan untuk menggantli sebagian
biaya pembinaan, pengaturan, pengendali
an dan pengawasan dalam rangka melin -
dungi kepentingan dan ketertiban umum
zarta perlindungan alam untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 10 ayat (2) s.d : cukup jelas

Pasal 11 ayat (2)

Pasal 11 ayat (3)

huruf & nomor 1 : usaha industri adalah kegiatan mempro -
sas atau mengolah barang dengan menggu-
nakan sarana dan atau peialatan.

huruf a nomor 2 : usaha peternakan dan perikanan adalah
usaha pembudidayaan ternak/ikan dan
atau pengolahan hasil ternak/ikan.

huruf a nomor 3 : cukup jelas

huruf .....



(] -
L

adalah keaiatan menyusun

uruf a nomor 4 . yaaha perakitan '
" dan menggabungkan komponan kﬂﬂfog::
kan-daraan, masin., e'.xakt.ron_f’uqui
sabagainya sampal apat ber '
dengan baik.
huruf b, ¢ dan d : cukup Jjelas
pasal 11 ayat (4) s.d @ cukup jelas
pasal 15 ayat (1) :
pasal 15 ayat (2) - yang dimaksud dengan
a. RIG adalah Retribusi [zin Undang”
undanyg Gangguan o
b. TL adalah Tarap Llngkupgan .
c. IL adalah indaks Lokasl
4. IG adalz2h Indeks Gangclian
e. LRTU adalah Luas Ruang Tempat usahAa.
18 Tahun

Pas . rardasairkan Undang-undang Nomo! ;
e 1;97 tentang Pajak paarah dan Retribusl
paerah, prinsip dan sasaran dalam pene-

tapan tarip Retribusi perizinan Tertentu

didasarkan pada tujuan untuk melakukan

pengaturan, pangendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, peng -
gunaan sumber daya alam, barand, pra -
carana, sarana atau fasilitas tertentu
Jguna melindungl kepentingan umum dan

manjaga kelastarian lingikungan.

maka untuk penstapan basarnya

Memperhatikan hal tersebut di atas,
ditetapkan dengan rumus <ebagal

Tarip Retribusi Izin Gangguan
berikut :

RIG = TL X IL X IG X i.RTU

angguan dikenakan tarip menurut Kkondisi lingkung-

Retribusi Izin G
i dan ipdeks lingKungan, sebagal berikut :

an, indeks loKas

1. Tarip Lingkuigan (TL) ditetapkan sebagal berikut

a) Untuk usaha industri

NO. JENIS LINGKUNGAN TARIP

1. Lingkungan industri ;

i S {Rp. 10,
g. L}ngkungan perdagangan/pertokoan Rp. 150 gg
3. L}ngkungan pasar dan pergudangan Rp 200’00

4. Lingkungan permukiman, sosial dan IR i 25 i
perkantoran ; P Sk

. {

b) Untuk usaha perdagangan / pertokoan

NO. ‘
0 JENIS LINGKUNGAN | TARIP
é- tingkungan industri o . ?F
3. Li:gtungan perdagangan/perkantoran ?ég» 150,00
| Lingkungan pasar dan pergudangan ER . 10,00
- gkungan permukiman, sosjal dan {hp. 200,00
perkantoran S IRp. 250,00
c) Untuk .....
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€) Untuk uzaha Reraudangan dan pasar

————————— .

JENIS LINGKUNGAN | TARIP
i- LinQKUngan industrq g |Rp. 150,00
g- :}ngkungan perdagangan/pertokoan [Rp. 200,00
5 -1ngkungan pasar dap perqgudangan |Rp. 10,00
- | Lingkungan permukiman, sosial dan Rp. 250,00

Parkantoran

———

d) Untuk usaha yang bercifat sosial

T —
NO. JENIS LINGKUNGAN i TARIP
[ - 1
L. Linokungan industri [Rp. 100,00
2. Lingkungan perdagangan/perkantoran Rp. 50,00
3. tingkungan pasar dan pergudangan Rp. 25,00
4. Lingkungan permukiman, sosial dan IRD- 10,00
perkantoran ‘

2. Untuk Indeks Lokasi ditetapkan sebagai barikut :

NO. JENIS LOKASI INDEKS
1. Jalan arteri & kolektor primer { kA
2. Jalan kolektor sekunder 2,75
3. Jalan lokal 2,5

3. Untuk Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut -
1
NO. JENIS GANGGUAN ! INDEKS
i

1. Gangguan besar J
2. Gangguan sedang 2
3. Gangguan kecil } 1

Perhitungan tarip Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai ber -
ikut :
1. Untuk usaha industri

2) di lingkungan industri.

1) Untuk wuzaha yang berada di jalan arteri dan kolektor
primer

- dengan indeks gancguan besar, tarip per @2 :
Rp.10,00 x 3 » 3 = Rp.90,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.10,00 x I x 2 = Rp.4&0,00

- dengan indeks gangguan Kecil, tarip per m2 :
Rp.10,00 x I x 1 = Rp.30,00

2) Untuk .....




b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

2) uUntuk Usaha yang ber d
ANG rada

dengan indeks g

Rp. ~1S_gangguan bes i
P-10,00 X 2,75 X 5 & Ran S0 oroiror 02

di jalan kolektor sekunder:

dibulatkan Rp.85,00
dengan indeks

Qanaagl
RP.10,00 x 2.7 < 9 - Pn 55 99

: tarip per m2

dengan indek
eks gangguan kecil, tari
RP.10,00 x 2.75 x 1 o Re.27.50 et

Iy u
) Untuk  weaha yana barada di jalan lokal:

- 2éngan indeks gangguan besar, tarip per m2
P.10,00 x 2,5 x 3 = Rp.75,00

- dangan indeks gangg. ; i
‘< gangguan sedang, tarip per m2
Rp.10,00 x 2,5 x 2 = Rp.S0.00' i

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 10,00 % 2,5 x 1 = Rp.25,00

1) Unpuk usaha vyang berada di jalan arteri dan kolektor
primer :

- dengan indeks gangguan tesar, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 % 3 = Rp.1.250.00

- ot

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 X 2 = Rp.%00.00

- dengar: indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 X 1 = Rp.450,00

2) uUntuk usaha yang berada

di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gargguan basar, tarip per m2 -
Rp.150,00 X 2,75 x 3 = Rp.1.237,50
dibulatkan Rp.1.250.-

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.150,00 X 2.75 x 2 = Rp.825,00

- dengan indeks gangguan kacil, tarip per m2 :
Rp-lS0,00 ¥ 2,75 ¥ 1 = Rp.412.50 dibulatkan Rp.425,00

3) untuk usaha vYang perada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan hesar, tarip per m2 :
Rp. 150,00 X 2,5 . 3 = Rp.l.lZS.OO

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2
Rp.150,00 X 2.5/ 2 = Rp.750,00

- gengan indeks gangauan kecil, tarip per m2
Rp.150,00 X 2,5 x 1 = Rp.375,00

c. di 1ingkungan - ----




c. di lingkungan pasar dan pergudangan :
1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor
primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 3 x 3 = Rp.1.800,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 3 x 2 = Rp.1.200,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 3 x 1 = Rp.600,00
2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,75 X 3 = Rp.1.650,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,75 X 2 = Rp.1.100,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,75 x 1 = Rp.550,00

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,5 x 3 = Rp.1.500,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,5 X% 2 = Rp.1.000,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,5 x 1 = Rp.500,00

d. di lingkungan permukiman, sosial dan perkantoran :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor
primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 3 x 3 = Rp.2.250,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 3 x 2 = Rp.1.500,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 3 x 1 = Rp.750,00

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 2,75 x 3 = Rp.2.062,50
dibulatkan Rp.2.100,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 2,75 x 2 = Rp.1.375,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.zso,oo x 2,75 x 1 = Rp.687,50
dibulatkan Rp. 700,00

3) Untuk .....



- f) -

z <
) Untuk  yzana Yana barada  di jalan lokal:

- dengan jndeks

9angguan bes y 5 .
Rp.250,00 9 besar, tarip per m?

2,5 x 3 = Rp.1.875,00

- dengan indeks

gangguan sedang, Tarip per m2 :
RP. 200,00 x ;

2,5 x 2 = Rp.1.250,00

= dengan indeks gangguan kecil, tarip per m? :
RP.200,00 x 2,5 v | = RP.625, 00

>

2. Untuk usaha pertokoan / perdagangan

a) di lingkungan industri.

1) Untuk  ysaha yang berada di jalan arteri dan kolektor
primer :

- dengan indeks gangguan be<ar, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 x 3 = Rp.1.350,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 x 2 = Rp.900,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 3 x 1 = Rp.450,00

2) Untuk wusaha yang berada di jalan kolektor sekunder:
- dengan indeks gangguan besar, tarip peEr m2 :
Rp.150,00 x 2,75 x 3 = Rp.l.237,50
dibulatkan Rp.1.250,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 2.75 x 2 = Rp.825,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.150,00 % 2,75 x 1 = Rp.412,50 dibulatkan Rp.425,00

3) Untuk usaha yang berada 4i jalan lokal

— dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.150,00 % 2,5 x 3 = Rp.1.125,00

- dengan indeks gangquan sedang, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 2.5 % 2 = Rp.75%0,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.150,00 x 2,5 x 1 = Rp.375.00

b. di lingkungan pertokonan / perdagangan :

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri

dan kolektor
nrimar

- gengan indeks ganggquan besar, tarip per m2 -
Rp.10,00 % 3 » 3 - Rp.90, 00

- dengan indeks gangguan sadang,

tarip per m2 :
Rp. 10,00 v % w 2 = Rp_ 40,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 -
Rp.10,00 x 3 x | = Rp.3¢,00

2) Untuk .....



P,

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indsks gangguan besar, tarip per m2 : :
Rp.10,00 x 2,75 x 3 = Rp.82,50 dibulatkan Rp.85,0C

- dengan indeks gangquan sedang, tarip per mz2 =

Rp.10,00 x 2.75 x 2 = Rp.55,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2
Rp.10,00 x 2,75 x 1 = Rp.27,50

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar, tarip per mz2 =

Rp.10,00 x 2.5 x & = Rp.75,00

"

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2
2 = Rp.50,00

Rp.10,00 x 2,5 x 2 =

_ gengan indeks gangguan kecil, tarip per m2

Rp.10.00 x 2,5 x 1 = Rp.25,00

c. di lingkungan pasar dan pergudangan :

1) Untuk usaha yang perada di jalan arteri dan kolektor

primer :

- dengan indeks gangguan pasar, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 3 x 3 = Rp.1.800,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :

Rp.200,00 x 3 % 2 = Rp.1.200,00

- dengan indesks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.200,00 x I x 1 = Rp.600,00
2) Untuk wusaha yang perada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan pesar, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,75 x 3 = Rp.1.650,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,75 x 2 = Rp.1.100,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 -
Rp.200,00 % 2,75 x 1 = Rp.550,00

3) Untuk wusaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2
Rp.200,00 % 2,5 x 3 = Rp.1.500,00

- dengan indeks gangguan sedang. tarip per m2
Rp.200.00 » 2.5 »x 2 = Rp.1.000,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2
Rp.200,00 x 2,5 x 1 = Rp.500,00

d. di lingkungan permukiman, <o0sial dan parkantoran

1) Untuk .....



1) Untuk ygap

Primer . YANS baraq
A 3 ' "
di jalan arter: dan Kkolektor

= denga
AN indeks
Rp. 250,00 . 1 gaqgguan ba
P9 = Rpl2

" dengan ;
an 1ndek
Rp. ks gan
250,00 3 x Qgguzg ieggggbotarip par m2 :

sar, tarip per m2 -
= 250-00

- dengan ind

eks
R gangguan kecil, tarip per nZ :

p.25
0,00 x 3 x 1 = Rp.750,00

2) Unt
UK usaha
A yang berada di jalan kolektor cekunder:

- dengan i
Rp.gsg éﬂdekg gangguan basar, tarip per me -
250,00 x 2,75 X 3 = Rp.2.062,50
ulatkan Rp.2.100,00 -’

- de i ;
R;ngan indeks gangguan sedand, tarip per m2 :
.250,00 x 2,75 x 2 = Rp.1.375,00

LY
», - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 2,75 x 1 = Rp. 687,50
dibulatkan Rp.700,00
3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal:
besar, tarip per n2 :

- dengan indeks gangguan
Rp.l.875,00

\ Rp.250,00 X 2,5x 3 =
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.200,00 x 2,5%x2°*= Rp.1.250,00

‘ - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
= Rp.625.00

‘ Rp.200,00 ¥ 2,5 X 1 =

3. Untuk usaha pasar dan pergudangan

a) di 1ingkungan jndustri.
. 1) Untuk usaha yand perada di jalan arteri dan kolektor
-vk primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2

Rp.150,00 X Ix 3= Rp.1~350,00

guan sedang, tarip per m2 :

' - dengan indeks g9angd
Rp.900,00

Rp.150,00 X Ix 2=

- dengan indeks gangguan keci.l, tarip per m2 :
Rp.lS0,00 x 3 x 1= Rp.450,00

2) Untuk usaha Yyang perada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangaguan pesar, tarip per m2 :
Rp.lS0,00 x 2,75 X K Pp.1.237,50
dibulatkan Rp.1.250,00

guan sadangd, tarip per m2 :

- dengan indeks gang
Rp,825~00

Rp.150,00 X 2.75 x 2 =




- dengan ind
C 1 ekc
Rp. . > gangquan keci _
dgbtio.oo X 2,75 X 1 = . tarip per n2 :
atkan Rp.425,00 p.412,50

I) Untuk
usaha yang berada di jalan lokal

- dengan inde
- iekes gangguan bes -
RP.150.00 X 2,5 X 3 Rﬁéfaiéatgblp per 0’

- denga i 3
- ?gn indeks gangguan sedang, tarip per nz
.150,00 x 2,5 (2 = Rp.750,00 _ BN

- dengan indeks
: foke gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.150,00 ¥ 2,5 x L = o 37500 p per m2 :

1) Untuk usana yang parada di jalan arteri dan kolektor

primer :

- dengan indeks gangguan pesar, tarip per me
Rp.200,00 ¥ Ix 3= Rp.l.BO0.00

- dengan 1ndeks gangguan sadang, tarip per n2 :

Rp.200,00 X Ix2-= Rp.l.ZO0.00

s gangguan kacil, tarip per m2 :

- dangan indek
Rp.600,00

Rp.200,00 x3I XK1=

2) untuk usaha Yyand perada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan pesarl, tarip per m2 :
Rp.zoo,oo x 2,75 X 3= Rp.l.éso,oo

- dengan indeks gangguan sedand, tarip per m2 :
2= Rp.l.lO0,00

Rp.ZO0,00 x 2,75 %

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 -
1 = Rp 550,00

Rp.ZO0,00 K 2,79 X

yangd perada di jalan jokal:

3) uUntuk usaha

- dengan indeks gangguan pasar, tarip per m2 -
= Rp.1.500,oo

Rp.ZO0,00 ¥ 2,9 X

- dengan indeks gangguan sedang, tarip rer m2 -
Rp.ZO0,00 « 2,5 % 2= Rp.l.ooo,oo

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2
%1 = Rp.SO0,00

Rp.zoo,oo % 2,5 %

. di lingkungan pasar dan pergudangan s

g perada di ja dan kolektor

1) uUntuk usaha Yan 1an arter:

primer :
- dengan indeks gangguan pasar, tarip per m2 -
Rp.l0,00 x 3 X - Rp.9 ,00
- dengan indeks gangguan zadang, garip per m2
2= Rp.60.00

Rp,I0,00 x 3% £




10 -

- dengan ) "
Rp 10'oln§ekJ gangguan kecil, tarip per m2 :
10,00 % 3 x 1 = Rp.30.00 '

2) Untuk usaha yang berada

di jalan kolektor =akunder:

- den i .
Rp ?3“01“0Pk8 aanaquan besar, tarip per m2 : o
-10,00 x 2,75 x 7 = pp.a2,50 dibulatkan Rp.25.00

- dang T .
@Ngan indeks gangguan sedang, tarip Per m2

Rp.10,00 % 2.75 x 2 = Rp.

- gengan indeks gangguan kecil,
P.10,00 x 2,75 x 1 = Rp.

3) Untuk usaha yang berada

- dengan indeks gangguan besar,

55,00

tarip per m2 :
27.50

di jalan JokAal:

rarip per m”

2p.10,00 x 2,5 x & = Rp.75,00

- dengan indaks gaingguan =adang.
» = Rp.50,00

Rp.10,00 x 2,5 X 2

- dengan indeks ganggu

Rp.10,00 x 2,5 x 1 = Rp.25,

d. di lingkunaan permukiman,
1) Untuk wusaha yang pberada
primer :

- dangan 1ndeks gang
3 = Rp-2-

Rp.250C,00 x I X3
- dengan indaks gangguan se
Rp.250,00 X 3 x 2 = Rp.1.

- dengan indeks

Rp.250,00 x 3 X 1 = Rp.75

2) Untuk usaha Yyang berada

- dengan indeks
Rp.250,00 X 2,75 x 3 = Rp
dibulatkan Rp. 2.100,00

- dengan indexs g
Rp.250,00 x 2,75 x 2 = Rp

an kecil, tarip

sosial dan

guan kesar,
2.250.00

gangguan kecil,

parip per M7 -
per m2 *
5,00

perkantoran :

di jalan arteri dan kolektor

tarip per m2 :

dang, tarip per m2 :

1.500,00

tarip per m2 :
0,00

Jdi jalan kalektor sekunder:

gangguan besar, tarip per m2 :

.2.062,50

angguan sedang, tarip per m2 :

.1.375,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :

Rp.250,00 X 2,75 x 1 = Rp
dibulatkan Rp.700,00

2Z) Untuk usaha yang berada

.687,50

di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar tari
z sar, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 2,5 x 3 = Rp.1.875,00

- dangfn indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp.250,00 x 2,5 x 2 = Rp.1.250,00 '

- dengan indeks gangguan keci i
2 3 @cil, tar 3 :
Rp.250,00 x 2,5 x 1 = Rp.625,001 e per nz

4. Untuk .....



- q
- Unt B
) a9y 9 bergy
14 ok “lfat g
Ungan o¥al
1) Niclyg
\ént.m ™ “
ri 'SAaha
mar - yﬂnq bera
dan e s
) Alan Aar
Rp.?ag 1ndehg 3 thellcnuxkolektor
-00 X 3 Jﬁngguan bec
o 3x3 =g RSar, tarip :
engan ina phqoo,oo A
RFD-lOO,()C,w.:"‘S 9dangguan
X3 xpoop Sedang, tarip per m?
dengan i e o
Rp. 100 ongKS 9angguan kecj
< n\‘u}\ . ' N
Uzaha
N JYANG  berada  di jalan kolekto
e ; 0or sekunder:
R Ieks gan
P.100.00 + o2 gg;a? besar, tarip per m2

= = Rp.R825,00

- dengan j

1ndeks g: o
Rp. 100,00 x 2.3;039:aT Egogng,ogarip per m2

~ - '59-

— dengan ind
= eks gan R . .

R . gguan Kecil,
P.100,00 % 2,75 x 1 = Rp.275 ggrlp per m2

R it

3) Untuk
K usaha vyang berada di jalan lokal

- dengan ind
i g indeks gangguan besar, tari
Rp.100,00 x 2,5 x 3 = Rp.750100'-r1p par a6

- dengan indeks gang
= guan sedang. t
Rp.100,00 x 2,5 x 2 = Rp.SOO?OO arip per.m2

- dengan indeks gangguan kecil, tari
S gz , tarip per mZ :
Rp.100,00 x 2,5 X 1 = Rp-250,00 g -

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan :

s 1) Un;uk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor
primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.50,00 X I x 3 = Rp.450,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2
Rp.50,00 X I x 2 = Rp.300,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp.50,00 X T x 1 = Rp.150,00

2) untuk usaha yang perada di jalan kolektor sekunder

- dengan indeks gangguan basar, tarip per a2
Rp.50,00 X 2,75 x 3 = Rp.412.50 ditulatkan Rp. 425,00

- dengan indeks gangguan sedangd, tarip pev mz =
Rp.50,00 % 2,75 x 2 = Rp.275,00

- dengan indeks gangguan kecil. tarip per m2
Rp.50,00 X 2,75 x 1 = Rp.137,590
- 140,00
dibulatkan Rp 53, W




3) Untuk usah
saha ,
yang berada .
— dengan j ) 1 ja
9N indeks alan lokal:
R “hS ga -
P.50,00 x o rgwngguan besar )
. 24, tarip per m?2

DY X I -

-
= dengan indeks
iy

.

9ang
5 hgyan sedang, tarip per m2 :

< % Rp.250,00

angouan kecil, tarip per m2
c. di lingky i
NGan pasar dan p8Irgud
4 “gudangan :
dan kolektor

1) unt
UK usah
. & yang barada di jalan arteri

Primer

=~ dengan j
A6 oo Oénéexs gangguan besar, tarip per e
v X 3 X 3 = Rp.225,00

= den ] .
o gan indeks gangguan sedang, tarip per m2
-25,00 x 3 x 2 = Rp.150,00

(:\

= gengan indeks gangguan kecil, tarip per m2
P.25,00 x 3 x 1 = Rp.75,00
2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder:

- dengan indeks gangguan besar., tarip per m2 =
Rp.25,00 x 2,75 X 3 = Rp.206,25 dibulatkan Rp.200,00

- dengan indeks gangguan sedang. tarip per m2 :

137,50 dibulatkan Rp.140,00

Rp.25,00 x 2.75 x 2 = Rp.

tarip per mzZ :

cil.
n Rp.70,00

- dengan indeks gangguan ke
Rp.25,00 x 2,75 X 1 = Rp.68,75 dibulatka
usaha yang perada di jalan lokal:

- dengan indeks gangguan besar,
5 Rp.25,00 x 2,5x 3~ Rp.187,50 dibulatk
kgj
- dengan indeks gangguan sedand, tarip per m2
Rp.25,00 X 2,5 x 2 = Rp.125,00

3) Untuk

tarip per m2 :
an Rp.185,00

- dengan 1indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
50 dibulatkan Rp.65,00

Rp.25,00 X 2,5 x 1= Rp.62,
n, sosial dan perkantoran :

lingkungan permukima
dan kolektor

d. di
1)

Untuk usaha yang perada di Jjalan arteri

primer:

- dengan 1indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp.10,00 x 3 X Z = Rp.90,00
- dengan 1ndeks gangguan sedaing. tarip per me

Rp.10,00 x 3 X 2 = Rp.60,00

- dengan 1ndeks gangguan kecil, tarip per m2
Rp.10,00 x 3 X 1 = Rp.30,00
2) Untuk .....



N
~

3) Untuk

Pasal 17 s

Untyk Usaha vy

— 13 -

ang berada gi jalan Kolektor sekunder:
dengan

indeks gangguan besar, tarip per m2 :
RP.10,00 x 2 75 X 3 = Rp.R2.50 dibulatkan Rp.8S. 00
dengan indeks dangquan sed
Rp. 10,00 X Z

ang, tarip per p2 -
279 x 2 =

Rp.55,00
dengan in

deks gangguan kecil,
Rp. 10,00

tarip par p2 -
X 2,75 x 1 = Rp.27.50

uUsaha yang berada qi jalan lokal:

dengan inde

Ks gangquan besar,
Rp.10.00 x

2,5 x 3 = Rp.75,00

dengan indeks Jgangguan sedang,
Rp.10,00 » 2,5 x 2 = Rp.50,00

tarip per m2 -

tarip per m2

dengan indeks g

angguan kecil, t
Rp.10,00 x 2

arip per m2 -
»3 X 1 = Rp.25,00

-d Pasal 41 T Cukup jelas
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